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ABSTRAKSI 

 

 
Untuk  melakukan  perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah, secara 

yuridis  haruslah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
Namun ada kalanya untuk melakukan jual beli dihadapan PPAT  pembeli dan 
penjual belum dapat memenuhi syarat-syarat sebgaimana ditetapkan,  meskipun 
diantara mereka telah terjadi sepakat dan pembeli telah membayar lunas harga 
tanahnya. Dalam peristiwa yang demikian, maka dapatlah mereka menuangkan 
kesepakatannya dalam suatu perjanjian dihadapan notaris,  yang dalam praktek  
notaris,  perjanjian tersebut dikenal dengan  nama Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
(PPJB). Dalam  Perjanjian Pengikatan Jual Beli lunas umumnya notaris akan 
membuat kuasa mutlak, dengan maksud kuasa tersebut  dapat digunakan oleh  
pembeli untuk mengalihkan hak atas tanah dihadapan PPAT tanpa turut sertanya 
penjual dalam PPJB. Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri  Nomor 14 Tahun 
1982  jo Pasal 39 ayat 1 huru d  penggunaan kusa mutlak adalah dilarang  dengan 
sanksi kantor pertanahan tidak akan  melakukan proses balik namanya.  
Berdasarkan uraian di atas, akan dikaji mengenai mengapa kuasa mutlak tetap 
dibuat notaris meskipun terdapat ketentuan yang mearangnya dan bagaimanakah 
perlindungan hukum terhadap para pihak yang telah melakukan peralihan hak atas 
tanah dengan memakai kuasa mutlak. 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan 
hukum pustaka, dilengkapi dengan pendekatan deskriptif dan analisis dilapangan 
dengan cara wawancara kepada narasumber, yang kemudian fakta-fakta tersebut 
dianalisis dan digambarkan sesuai dengan fakta yang ada (deskriptif dan analitis). 
Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 
membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang merupakan partij akta, 
Notaris tidak hanya sebatas menuangkan kehendak para pihak saja. Melainkan 
berdasarkan Pasal 16 angka (1) huruf a UUJN, Notaris juga mempunyai kewajiban 
untuk melindungi kepentingan para pihak di dalamnya. Oleh sebab itu, apabila 
pembeli telah membayar lunas harga tanah hak yang diperjual belikan dalam 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah kewajiban hukum bagi Notaris untuk 
melindungi kepentingan pembeli dengan membuat kuasa mutlak sebagai tindak 
lanjut telah dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapannya. 
Dengan adanya kuasa mutlak yang telah diperoleh pembeli, secara yuridis penerima 
kuasa (pembeli dalam PPJB) dapat sewaktu-waktu menghadap Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) untuk melakukan peralihan hak tanpa perlu bantuan maupun 
turut sertanya pemberi kuasa (penjual dalam PPJB). Namun yang menjadi persoalan 
adalah, Kantor Pertanahan seringkali menolak untuk melakukan proses balik nama 
apabila Akta Jual Beli yang dibuat PPAT didasari dengan Kuasa Mutlak. Untuk 
menghindari kesulitan dalam proses balik nama di kantor pertanahan, maka Notaris 
menuangkan klausul kuasa mutlak dalam “Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli”, 
dan tidak menuangkannya dalam “Akta Kuasa Menjual” yang dibuat secara 
terpisah. Adapun demikian “Akta Kuasa Menjual” yang dibuat secara terpisah 
tersebut, tetap bersifat mutlak, hal ini dikarenakan dalam “Akta Perjanjian 
Pengikatan Jual beli” dicantumkan klausul  yang menyatakan bahwa kuasa menjual 
yang dibuat terpisah tersebut merupakan kuasa mutlak sehingga kuasa tersebut  
tetap dapat digunakan oleh pembeli untuk proses balik nama di kantor pertanahan, 
meskipun sebenarnya kuasa tersebut adalah kuasa mutlak. Dari kesimpulan 
tersebut, maka disarankan agar penggunaan kuasa mutlak dalam proses peralihan 
hak atas tanah hendaknya disikapi secara bijaksana oleh kantor pertanahan dan 
untuk para pihak tidak memanfaatkan perindungan yang diberikan notaris untuk 
memenuhi kepentingan tersebung sehingga menyalahgunakannya. 
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To perform legal acts on acquisition of land, legally must be done in the presence 

of the Land Deed Official (PPAT). However there are times when to make trades 

before PPAT buyer and seller can not meet the requirements set sebgaimana said 

that although they have occurred agreed and the buyer has paid the price for their 

land. In such event, then it can be they pour agreement in an agreement before a 

notary, which in practice notary, the agreement known as the Sale and Purchase 

Agreement (SPA). In the Sale and Purchase Agreement keel generally notary will 

make absolute power, with the intention that power can be used by the buyer to 

transfer the right to land in front of PPAT without the participation of the seller in 

the SPA. According to the Minister of the Interior Instruction No. 14 of 1982 in 

conjunction with Article 39, paragraph 1 d riots absolute goad use is prohibited by 

the sanctions the land office will not conduct the process behind its name. Based on 

the above, will be assessed on why absolute power still made a notary despite the 

provisions mearangnya and how legal protection against the parties who have made 

the transition land rights by taking absolute power. 

This study is a normative juridical research by examining the legal materials library, 

equipped with descriptive and analytical approach to the field with interview to the 

informant, who then these facts are analyzed and described in accordance with the 

facts (descriptive and analytical). 

From these results, it can be concluded that in a deed Sale and Purchase Agreement 

(SPA) which is Partij deed, a notary is not only limited to just pour the will of the 

parties. Rather, pursuant to Article 16 point (1) letter a UUJN, Notary also have an 

obligation to protect the interests of the parties in it. Therefore, if the buyer has paid 

the price of land rights is traded in the Treaty Sale and Purchase Agreement (SPA) 

is a legal obligation for the Notary to protect the interests of buyers by making 

absolute power as a follow-up had made agreements Sale and Purchase Agreement 

(SPA) before him. With the absolute power has been obtained by the buyer, legally 

endorsee (the buyer in CSPA) may at any time facing the Land Deed Official 

(PPAT) to perform the transfer of rights without the help and participation of the 

authorizer (the seller in the SPA). But the problem is, the Land Office often refuses 

to make the process behind the name if the Sale and Purchase Agreements are made 

PPAT constituted by the power of the Absolute. To avoid any difficulty in the 

process of transferring the land office name, then pour Notary clause absolute 

power in the "Deed of Sale and Purchase Agreement", and do not put it in "Selling 

Authorization Act" created separately. As such "Deed Power of Selling" were made 

separately, remain absolute, this is because in the "Deed Sale and purchase" 

included a clause which states that the power to sell is made separately is an 

absolute power so that power can still be used by buyers to reverse the process in 

the name of the land office, despite the fact that power is absolute power. From 

these conclusions, it is recommended that the use of absolute power in the transition 

process of land rights should be addressed wisely by the land office and for the 

parties do not exploit perindungan given notary to meet the interests tersebung so 

abuse it. 
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